digital. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak konsumen

diabaikan hak-haknya dan tidak terlindungi sepenuhnya.

BAB 11|
PENUTUP

A. Kesimpulan
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Dari hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan peraturan perundang-undangan lain seperti UU ITE belum sepenuhnya
melindungi hak-hak konsumen. Dengan demikian UU Perlindungan
Konsumen tersebut sudah saatnya ditinjau ulang agar konsumen lebih

terlindungi hak-haknya.

B. Saran

Pemerintah perlu menyusun aturan baru yang dapat melindungi
konsumen terhadap produk digital. Diantaranya mengatur tentang definisi
produk digital yang spesifik serta adanya hak konsumen produk digital dan
pertanggungjawaban pelaku usaha yang tegas.

Pelaku usaha sebaiknya membuat standar yang jelas dan transparan
yang dapat melindungi kepentingan konsumen lebih baik, antara lain, pelaku
usaha memberikan perjanjian yang jelas di awal sehingga konsumen bisa
secara preventif memahami akibat dari penggunakan produk digital tersebut.

Konsumen perlu meningkatan pemahaman akan hak-hak mereka

sebagai konsumen dan cara melindunginya.
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